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Abstract 
Ideally, Islamic law functions as a normative system capable of addressing various human problems in a 

just, rational, and contextual manner through the integration of reason (‘aql) and revelation (naql). In 

reality, however, contemporary Islamic law often falls into a dichotomy between textual and rational 

approaches, leading to an epistemological crisis in the process of legal formulation. This study aims to 

philosophically analyze how the integration of reason and revelation can shape a new paradigm in the 

methodology of ijtihad that is relevant to modern challenges. This research employs a qualitative-

descriptive approach with the library research method, supported by a hermeneutic-philosophical 

analysis of contemporary Muslim thinkers such as Fazlur Rahman, Jasser Auda, and 

Muhammad Abid al-Jabiri. Primary data are derived from the original works of these scholars, 

while secondary data come from supporting literature on the epistemology of Islamic law. The 

findings reveal that the integration of reason and revelation generates a new ijtihad paradigm that 

is multidisciplinary, rational, and maqasid-oriented, as reflected in the concepts of double 

movement, maqasid system, and the bayani–burhani–irfani reasoning model. This paradigm 

enables Islamic law to evolve into a more humanistic, contextual, and responsive system, capable 

of addressing contemporary issues such as bioethics, gender justice, and global social 

transformation. 
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Abstrak 
Idealnya, hukum Islam berfungsi sebagai sistem normatif yang mampu menjawab 
berbagai problem kemanusiaan secara adil, rasional, dan kontekstual melalui 
integrasi antara akal (‘aql) dan wahyu (naql). Namun, realitasnya, dalam 
perkembangan kontemporer hukum Islam sering terjebak dalam dikotomi antara 
pendekatan tekstual dan rasional, sehingga menimbulkan krisis epistemologis 
dalam proses penetapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
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secara filosofis bagaimana integrasi akal dan wahyu dapat membentuk paradigma 
baru dalam metodologi ijtihad yang relevan dengan tantangan modern. 
Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan 
jenis penelitian pustaka (library research), serta analisis hermeneutik-filosofis 
terhadap pemikiran tokoh-tokoh kontemporer seperti Fazlur Rahman, Jasser 
Auda, dan Muhammad Abid al-Jabiri. Sumber primer berupa karya asli para 
pemikir tersebut, sementara sumber sekunder berasal dari literatur pendukung 
terkait epistemologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi 
akal dan wahyu melahirkan paradigma ijtihad baru yang bersifat multidisipliner, 
rasional, dan maqasid-oriented, sebagaimana tampak dalam konsep double movement, 
maqasid system, dan nalar bayani–burhani–irfani. Paradigma ini memungkinkan 
hukum Islam berkembang menjadi sistem yang lebih humanis, kontekstual, dan 
responsif terhadap isu-isu aktual seperti bioetika, keadilan gender, dan 
transformasi sosial global. 

Kata Kunci: Integrasi, Epistemologi, Hukum Islam, Filsafat Islam. 
 
 

Pendahuluan  

Sejak awal sejarah intelektual Islam, hubungan antara akal (‘aql) dan wahyu (naql) 
menjadi tema sentral dalam diskursus keagamaan dan hukum (Indah, 2025). Dua sumber 
pengetahuan ini dipahami sebagai anugerah ilahi yang berfungsi untuk menuntun manusia 
mencapai kebenaran dan keadilan. Wahyu memberikan petunjuk normatif yang absolut, 
sedangkan akal berperan sebagai instrumen interpretatif untuk memahami dan 
mengaktualisasikan pesan ilahi dalam kehidupan nyata. Dalam peradaban Islam klasik, 
keseimbangan antara keduanya melahirkan sistem hukum yang dinamis, sebagaimana 
tampak dalam tradisi ijtihad para ulama yang memadukan ketelitian rasional dengan 
kedalaman spiritual. Namun, perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan, globalisasi nilai, dan perubahan sosial yang cepat telah menimbulkan 
tantangan baru bagi hukum Islam. Isu-isu kontemporer seperti bioetika, kecerdasan buatan, 
kesetaraan gender, dan krisis lingkungan memerlukan pembacaan hukum yang lebih 
fleksibel, terbuka, dan berorientasi kemaslahatan. Dalam konteks inilah, integrasi akal dan 
wahyu menjadi kebutuhan epistemologis yang mendesak untuk menjembatani antara nilai-
nilai normatif Islam dan realitas kehidupan modern yang kompleks. 

Para pemikir kontemporer Islam seperti Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan 
Muhammad Abid al-Jabiri telah berupaya membangun paradigma integratif yang 
memadukan rasionalitas manusia dengan nilai-nilai wahyu secara harmonis. Fazlur Rahman, 
melalui konsep double movement menekankan perlunya dialog dinamis antara teks dan 
konteks sosial (Syauqi, 2022). Sementara Jasser Auda melalui maqasid system menawarkan 
pendekatan sistemik terhadap hukum Islam yang berorientasi pada tujuan moral syariat 
(Sutrisno, 2022). Sementara itu, al-Jabiri dengan analisisnya terhadap nalar bayani, burhani, 
dan irfani berusaha membebaskan pemikiran Islam dari kejumudan epistemologis yang 
menghambat kreativitas intelektual (Taufiq, 2025). Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa 
integrasi akal dan wahyu bukan sekadar gagasan filosofis, melainkan langkah konkret 
menuju reformulasi metodologi hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam 
diharapkan tidak lagi bersifat tekstual kaku, tetapi mampu mengakomodasi perkembangan 
ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa kehilangan esensi ilahinya. Meski demikian, 
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gagasan integratif ini masih menghadapi problem epistemologis dan metodologis, terutama 
dalam menentukan batas antara rasionalitas manusia dan otoritas wahyu. 

Hubungan antara akal dan wahyu dalam penetapan hukum Islam harusnya berjalan 
secara seimbang dan saling menguatkan. Akal berfungsi menafsirkan wahyu secara rasional 
dan kontekstual, sementara wahyu memberi arah etis dan transendental bagi penggunaan 
akal (Nuha, 2025). Namun dalam realitasnya, praktik hukum Islam sering kali terjebak 
dalam dua kutub ekstrem. Di satu sisi, pendekatan tekstual yang kaku dan menolak 
rasionalitas (Zarah et al., 2024). Di sisi lain, pendekatan liberal yang cenderung menafsirkan 
wahyu secara bebas tanpa rujukan pada prinsip syariah (Rosyidin, 2023). Ketegangan antara 
dua pendekatan ini menimbulkan krisis epistemologis dalam hukum Islam kontemporer, di 
mana penetapan hukum sering kehilangan keseimbangan antara idealitas wahyu dan realitas 
sosial. Akibatnya, hukum Islam kadang dipersepsikan tidak mampu memberikan solusi 
terhadap persoalan modern yang bersifat multidisipliner dan global. Oleh karena itu, 
masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun kembali dasar filosofis 
integrasi akal dan wahyu agar dapat menjadi fondasi metodologis bagi pembaruan hukum 
Islam yang kontekstual, rasional, dan tetap berakar pada nilai-nilai ilahi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis konsep integrasi akal 
dan wahyu dalam penetapan hukum Islam dengan menelaah pemikiran tokoh-tokoh 
kontemporer seperti Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan Muhammad Abid al-Jabiri. Tujuan 
khususnya adalah: (1) menguraikan dasar epistemologis dan ontologis hubungan antara akal 
dan wahyu dalam tradisi Islam; (2) menjelaskan bagaimana integrasi keduanya melahirkan 
paradigma baru dalam metodologi ijtihad modern; serta (3) mengidentifikasi implikasi 
praktis dari pendekatan integratif terhadap pembaruan hukum Islam di era kontemporer. 
Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah filsafat hukum 
Islam dengan memberikan landasan filosofis bagi pendekatan rasional-religius yang lebih 
seimbang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
pengembangan metodologi ijtihad yang relevan dengan isu-isu global seperti etika 
teknologi, keadilan gender, dan krisis lingkungan. Oleh karena itu, integrasi akal dan wahyu 
tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga fondasi bagi kebangkitan hukum Islam 
yang humanis, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan universal. 

 
 

Literature Review  
Kajian mengenai relasi akal dan wahyu dalam penetapan hukum Islam bukanlah 

sesuatu yang benar-benar baru, Fadliyanto Koem, Kurniati, Ajub Ishak dalam karya yang 
berjudul Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam : Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal 
dan Wahyu mengurai kontestasi dalam pembaharuan hukum Islam melalui telaah kritis 
terhadap polemik penggunaan akal dan wahyu (Koem et al., 2022). Secara garis besar karya 
sebelumnya menempatkan wacana pembaharuan pada spektrum tipologi: tradisionalis, 
modernis/reformis, sekuler, hingga salafi; menyoroti bagaimana posisi tekstualisme (lafzhi) 
dan kontekstualisme (ijtihad berbasis akal) saling berhadapan dan berdampak pada praktik 
law-in-book versus law-in-action. Temuannya menunjukkan bahwa sekelompok ulama dan 
pemikir menuntut reaktualisasi yang berimbang, sementara kelompok lain tetap 
mempertahankan pendekatan tekstual sehingga menimbulkan stagnasi respons hukum 
terhadap isu kontemporer. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pengakuan 
terhadap adanya kutub-kutub epistemologis (tekstual vs rasional) dan kebutuhan 
rekonsiliasi metodologis; peneliti sebelumnya menegaskan urgensi ijtihad sebagai respons 
historis terhadap konteks baru. Perbedaannya, peneliti sebelumnya lebih bersifat deskriptif-
sosiologis dan fokus pada peta polemik domestik/intelektual sedangkan penelitian ini 
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menghasilkan tinjauan filosofis sintetis yang tidak hanya memetakan polemik, tetapi juga 
menguji dasar-dasar epistemik (ontologis dan aksiologis) yang memungkinkan integrasi 
akal-wahyu serta implikasinya terhadap metodologi ijtihad modern.  

Mustofa Anwar, Agnes Jevi Rialita, dan Ilham Maulana , dalam karya yang berjudul 
Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah di Era Modern telah 

menelaah bagaimana maqāṣid menjadi kerangka evaluatif untuk menilai muamalah 
kontemporer (transaksi digital, kepemilikan harta, unsur gharar/riba) dan menunjukkan 
transformasi praktik mu‘āmalah akibat digitalisasi dan pengaruh media (Anwar et al., 2023). 

Temuannya menegaskan peran maqāṣid sebagai instrumen normatif yang memfasilitasi 
ijtihad kontekstual dan menolong lembaga fatwa (seperti MUI) mengintegrasikan nilai-nilai 
kemaslahatan dalam fatwa praktik. Persamaan dengan penelitian ini tampak pada 

penekanan maqāṣid sebagai jembatan antara nilai wahyu dan pertimbangan 
rasional/kontekstual; namun perbedaannya adalah fokus penelitian sebelumnya berorientasi 

pada aplikasi maqāṣid dalam ranah mu‘āmalah praktis (studi kasus dan rekomendasi 
kebijakan), sedangkan penelitian ini bertujuan mengembangkan analisis filosofis terhadap 
bagaimana integrasi akal-wahyu membentuk landasan epistemik yang lebih luas. 

Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, Andi Rosa dalam karya yang 
berjudul Teori Double Movement Pada Penafsiran Fazlurrahman telah memaparkan dua gerak: (1) 
rekonstruksi konteks historis saat pewahyuan untuk mengekstrak makna asli, dan (2) 
aktualisasi prinsip moral tersebut ke konteks kontemporer sehingga terhindar dari tafsir 
tekstual kaku dan mampu merespons isu modern (Zahra et al., 2024). Temuan peneliti 
sebelumnya menguatkan relevansi double movement untuk membentuk tafsir dan ijtihad yang 
dinamis dan bernilai moral. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pengakuan pada 
nilai hermeneutik yang menggabungkan sejarah dan norma; perbedaannya terletak pada 
fokus pada aspek tafsir Qur’an (metode penafsiran), sementara penelitian ini akan 
melangkah lebih jauh secara filosofis, menelaah konsekuensi epistemologis double movement 
terhadap kaidah ushul, struktur legitimasi ijtihad, dan bagaimana teori itu berinteraksi 

dengan pendekatan maqāṣid dan model ijtihad kolektif dalam praktik hukum Islam modern. 
 

Metode  

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan 
kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis konseptual dan filosofis terhadap hubungan 
antara akal dan wahyu dalam penetapan hukum Islam. Metodologi yang digunakan adalah 
analisis hermeneutik-filosofis, yakni menafsirkan teks dan pemikiran tokoh secara 
mendalam untuk memahami struktur epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang 
melandasi gagasan mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menggambarkan 
pemikiran tokoh secara deskriptif, tetapi juga mengkaji makna filosofis di balik konsep 
integrasi akal dan wahyu dalam konteks hukum Islam kontemporer. 

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri atas karya-karya asli para pemikir Islam 
modern yang menjadi objek kajian, seperti Fazlur Rahman (Islam and Modernity: 
Transformation of an Intellectual Tradition), Jasser Auda (Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic 
Law: A Systems Approach), dan Muhammad Abid al-Jabiri (Bunyat al-‘Aql al-‘Arabi). 
Sedangkan sumber sekunder mencakup literatur pendukung berupa buku, artikel jurnal 
ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik epistemologi hukum Islam 
dan integrasi akal-wahyu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, interpretasi, dan sintesis 
konsep untuk menemukan pola hubungan antara rasionalitas dan spiritualitas dalam 
metodologi ijtihad. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber 
dan interpretasi tematik, yaitu dengan membandingkan konsistensi gagasan antar tokoh 
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serta meninjau kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Sistem penyusunan 
draft naskah dilakukan secara deduktif-induktif, dimulai dari uraian umum tentang 
epistemologi Islam, dilanjutkan dengan analisis khusus atas pemikiran tokoh, kemudian 
disintesiskan menjadi kesimpulan filosofis yang menunjukkan relevansi integrasi akal dan 
wahyu terhadap pembaruan hukum Islam di era kontemporer. 

 
 

Epistemologi Hukum Islam: Relasi antara Akal dan Wahyu dalam Tradisi Klasik 

Epistemologi hukum Islam merupakan salah satu cabang penting dalam kajian 
filsafat Islam yang membahas bagaimana sumber pengetahuan hukum (syariah) dapat 
dipahami, diinterpretasikan, dan diaplikasikan dalam kehidupan umat manusia. Sejak masa 
awal Islam, perdebatan tentang dasar pengetahuan hukum selalu berpusat pada dua sumber 
utama: wahyu (naql) yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah, serta akal (‘aql) sebagai 
instrumen manusia untuk memahami dan menafsirkan keduanya. Relasi antara akal dan 
wahyu menjadi inti dari epistemologi hukum Islam karena di sinilah ditentukan batasan 
antara kebenaran yang bersifat ilahiah dan interpretasi yang bersifat manusiawi. Dalam 
tradisi klasik, para ulama berbeda pandangan mengenai sejauh mana peran akal dalam 
memahami hukum Tuhan, yang kemudian melahirkan berbagai mazhab pemikiran dan 
metodologi ijtihad yang beragam. 

Dari segi historis, hubungan antara akal dan wahyu dalam hukum Islam mulai 
mendapatkan bentuk sistematis pada masa pasca-kodifikasi hadis dan berkembang pesat 
pada era Abbasiyah. Periode ini ditandai dengan tumbuhnya ilmu kalam, filsafat, dan ushul 
fiqh sebagai disiplin yang mencoba merumuskan prinsip rasional dalam memahami teks-
teks wahyu. Para ulama kala itu berusaha menjawab pertanyaan mendasar, seperti apakah 
akal memiliki otoritas untuk menetapkan hukum ketika wahyu tidak memberikan petunjuk 
eksplisit? Dari sinilah muncul dua kutub besar: kaum tekstualis yang menekankan 
supremasi wahyu (seperti mazhab Zahiri) dan kaum rasionalis yang memberi ruang lebih 
besar bagi akal (seperti Mu’tazilah dan beberapa ulama ushul seperti al-Juwayni dan al-
Ghazali). Perdebatan ini menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam tidak bersifat 
statis, melainkan hasil dari dialektika panjang antara iman dan rasionalitas. 

Dalam konteks tersebut, al-Ghazali muncul sebagai figur sentral yang mencoba 
menyeimbangkan peran akal dan wahyu dalam kerangka epistemologis yang harmonis. 
Dalam karya monumentalnya al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, al-Ghazali menegaskan bahwa 
wahyu adalah sumber utama hukum, namun akal diperlukan untuk memahaminya secara 
benar (Al-Ghazali, 2002). Baginya, akal bukanlah lawan dari wahyu, tetapi alat untuk 
menguraikan maknanya. al-Ghazali membedakan antara ‘aql al-mahmud (akal yang terpuji 
karena tunduk pada wahyu) dan ‘aql al-madhmum (akal yang sombong dan menolak otoritas 
wahyu). Al-Ghazali menempatkan rasionalitas dalam posisi yang subordinatif namun 
esensial. Tanpa akal, wahyu tidak dapat dipahami. Namun tanpa wahyu, akal kehilangan 
arah normatif. 

Konsepsi al-Ghazali tersebut memperlihatkan sintesis yang khas antara ortodoksi 
teologis Asy’ariyah dan semangat rasionalisme filsafat Yunani yang telah diislamkan. al-
Ghazali mengakui pentingnya logika (mantiq) sebagai alat dalam ushul fiqh, bahkan 
menegaskan bahwa siapa pun yang tidak memahami logika tidak dapat dipercaya dalam 
berpikir ilmiah. Namun, al-Ghazali juga menolak klaim filsuf-filsuf ekstrem seperti Ibn Sina 
yang menempatkan akal sebagai sumber kebenaran tertinggi. Epistemologi hukum Islam 
versi al-Ghazali bersifat integratif, yaitu menegakkan supremasi wahyu, namun tetap 
mengafirmasi rasionalitas sebagai instrumen interpretasi yang sah. Dalam kerangka ini, 
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ijtihad dipahami bukan sekadar upaya intelektual bebas, melainkan aktivitas rasional yang 
dibimbing oleh teks ilahi. 

Berbeda dengan al-Ghazali, Ibn Rusyd mengajukan model relasi akal-wahyu yang 
lebih rasional dan filosofis. Dalam Fasl al-Maqal fi ma bayn al-Hikmah wa al-Syari‘ah min al-
Ittisal, menegaskan bahwa filsafat (hikmah) dan syariat tidak bertentangan, sebab keduanya 
sama-sama mencari kebenaran yang berasal dari Tuhan (Afif, 2019). Wahyu, menurut Ibn 
Rusyd, memberikan kebenaran melalui bahasa simbolik dan retoris yang dapat dipahami 
oleh masyarakat umum, sementara akal memberikan kebenaran melalui penalaran 
demonstratif yang diperuntukkan bagi kalangan terpelajar. Dalam pandangan ini, akal 
memiliki otoritas epistemik yang lebih besar dalam memahami tujuan-tujuan hukum 
(maqasid al-shari‘ah), selama tetap berada dalam kerangka pengabdian kepada Tuhan. 

Ibn Rusyd melihat ijtihad bukan hanya sebagai kegiatan hukum, melainkan sebagai 
ekspresi puncak dari fungsi rasional manusia. Menurutnya, para ahli hukum harus 
berfilsafat agar dapat memahami struktur rasional dari wahyu. Ibn Rusyd menolak dikotomi 
antara wahyu dan rasionalitas, sebab keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. 
Bagi Ibn Rusyd, penggunaan akal tidak berarti meninggalkan wahyu, tetapi justru 
merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan untuk berpikir. Pandangan Ibn Rusyd 
ini menjadi tonggak penting dalam sejarah epistemologi hukum Islam karena menegaskan 
kesetaraan ontologis antara akal dan wahyu, sesuatu yang jarang ditemukan dalam 
pemikiran ortodoks kala itu. 

Sementara itu, al-Syathibi dalam al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah melanjutkan tradisi 
rasionalisme hukum Islam dengan pendekatan maqasid (As-Syathibi, 2002). Al-Syathibi 
berargumen bahwa hukum syariat memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat rasional dan 
universal, yaitu untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia yaktu, agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. Bagi al-Syathibi, akal berperan penting dalam memahami dan 
menafsirkan maqasid tersebut karena teks-teks wahyu sering kali bersifat partikular, 
sementara tujuan hukum bersifat universal. Akal digunakan untuk menyingkap makna 
substantif dari hukum-hukum yang tampak tekstual. 

Dalam kerangka al-Syathibi, wahyu menyediakan fondasi normatif, sementara akal 
berfungsi sebagai jembatan hermeneutis yang menafsirkan konteks penerapan hukum. al-
Syathibi menolak legalisme kaku yang hanya berfokus pada lafaz tanpa memahami maqasid 
di baliknya. Dengan pendekatan ini, al-Syathibi menempatkan rasionalitas bukan sekadar 
pelengkap, tetapi bagian integral dari metode hukum Islam. Pemikirannya membuka jalan 
bagi perkembangan teori maqasid modern yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan 
keseimbangan sebagai esensi hukum Islam. Oleh karena itu, hubungan akal dan wahyu 
dalam pemikiran al-Syathibi bersifat teleologis, yaitu akal bertugas memahami tujuan ilahi 
agar hukum tidak kehilangan makna substansialnya. 

Dari ketiga tokoh besar al-Ghazali, Ibn Rusyd, dan al-Syathibi tampak bahwa 
epistemologi hukum Islam klasik tidaklah tunggal. Al-Ghazali menekankan harmoni 
hierarkis di mana wahyu tetap menjadi otoritas tertinggi, Ibn Rusyd menegaskan 
korespondensi epistemik antara akal dan wahyu, sedangkan al-Syathibi mempertemukan 
keduanya dalam kerangka tujuan hukum. Ketiganya sama-sama menolak ekstremitas, baik 
rasionalisme murni yang menafikan wahyu maupun tekstualisme kaku yang menutup ruang 
bagi akal. Inilah yang membuat tradisi klasik Islam kaya akan variasi metodologis, tetapi 
tetap berporos pada keyakinan bahwa kebenaran wahyu dan kebenaran akal pada 
hakikatnya bersumber dari Tuhan yang sama. 

Perdebatan mengenai relasi akal dan wahyu juga memiliki implikasi langsung 
terhadap konsep ijtihad. Dalam kerangka epistemologis klasik, ijtihad bukan hanya aktivitas 
hukum, melainkan proses rasional-spiritual yang menuntut keseimbangan antara 
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pengetahuan tekstual dan kemampuan analitis. Seorang mujtahid harus menguasai nash (al-
Qur’an dan Hadis) sekaligus memiliki daya pikir kritis untuk menafsirkan konteks sosial. 
Al-Ghazali menyebut ijtihad sebagai hasil dari “tajrid al-‘aql” (pemurnian akal) yang tunduk 
pada wahyu, sementara Ibn Rusyd memandangnya sebagai bentuk refleksi filosofis 
terhadap hukum Tuhan, dan al-Syathibi menempatkannya sebagai sarana menemukan 
maqasid yang tersembunyi. Dengan demikian, epistemologi hukum Islam membangun 
keseimbangan epistemik antara teks dan konteks, antara Tuhan dan manusia. 

Dalam konteks modern, warisan epistemologi klasik ini tetap relevan karena 
memberikan kerangka metodologis bagi pembaruan hukum Islam tanpa meninggalkan 
fondasi wahyu. Gagasan integrasi akal dan wahyu sebagaimana dirumuskan para ulama 
klasik menjadi dasar bagi upaya kontemporer untuk merespons tantangan zaman melalui 
pendekatan maqasid, maslahah, dan hermeneutika kontekstual. Misalnya, dalam isu-isu 
sosial modern seperti keadilan gender, hak asasi manusia, atau ekologi Islam, penggunaan 
akal yang kritis namun tetap berakar pada wahyu menjadi jembatan penting agar hukum 
Islam tetap hidup dan kontekstual. 
 

 
Krisis Epistemologis dan Tantangan Modernisasi Hukum Islam 

Krisis epistemologis dalam hukum Islam menempati posisi penting dalam kajian 
pemikiran keislaman modern karena menyentuh persoalan mendasar mengenai sumber, 
metode, dan legitimasi pengetahuan hukum. Sistem hukum Islam yang awalnya berakar 
pada kesatuan antara wahyu dan akal kini menghadapi guncangan besar akibat perubahan 
pola berpikir manusia modern. Dunia modern yang plural, sekuler, dan rasional menuntut 
semua sistem nilai agar dapat diuji secara empiris dan logis. Dalam konteks tersebut, 
paradigma hukum Islam klasik yang menekankan otoritas wahyu menghadapi tantangan 
serius dari rasionalitas saintifik dan sistem hukum nasional yang bersifat human-centered. 
Ketegangan epistemik ini memunculkan pertanyaan apakah hukum Islam masih mampu 
mempertahankan relevansinya sebagai sistem normatif yang universal. Perubahan sosial, 
politik, dan budaya juga menambah kompleksitas situasi, sebab struktur masyarakat 
kontemporer jauh berbeda dari masyarakat abad pertengahan ketika metodologi ushul fiqh 
pertama kali dirumuskan. 

Modernisasi membawa dampak luas terhadap cara pandang terhadap sumber 
kebenaran. Rasionalitas empiris yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern menuntut 
semua bentuk pengetahuan, termasuk agama, agar dapat diuji secara objektif (Kuswandi & 
Ofianto, 2023). Dalam kerangka ini, hukum Islam yang bersumber pada teks wahyu 
menghadapi tekanan metodologis untuk membuktikan relevansinya melalui pendekatan 
rasional dan kontekstual. Banyak konsep hukum Islam yang sebelumnya dianggap absolut 
kini dipertanyakan validitasnya di tengah masyarakat yang menuntut prinsip kesetaraan, hak 
asasi manusia, dan kebebasan berpikir. Paradigma lama yang menolak reinterpretasi mulai 
dipertanyakan, terutama dalam menjawab isu-isu seperti kesetaraan gender, pluralitas 
hukum, dan etika global. Tantangan epistemologis muncul ketika norma wahyu yang 
bersifat tetap harus dihadapkan pada realitas sosial yang terus berubah secara cepat dan 
dinamis. 

Salah satu wujud nyata dari krisis epistemologis tersebut tampak pada pertentangan 
antara pendekatan tekstual dan rasional dalam proses penetapan hukum. Pendekatan 
tekstual berpegang teguh pada pemahaman literal terhadap nash, dengan keyakinan bahwa 
teks sudah memuat seluruh petunjuk hukum yang diperlukan. Sementara pendekatan 
rasional berupaya menafsirkan hukum berdasarkan maqasid al-shari‘ah dan kebutuhan sosial. 
Perbedaan orientasi ini menimbulkan polarisasi antara kelompok yang mempertahankan 
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kemurnian teks dan kelompok yang menekankan relevansi konteks. Ketegangan ini bukan 
hanya teoretis, tetapi juga memiliki dampak praktis terhadap otoritas keagamaan, lembaga 
fatwa, dan sistem hukum negara. Setiap pendekatan menilai yang lain sebagai 
penyimpangan epistemologis, sehingga perdebatan tersebut memperlihatkan krisis dalam 
menentukan batas antara otoritas ilahi dan rasionalitas manusia. 

Sekularisasi turut memperdalam krisis epistemologis yang dihadapi hukum Islam. 
Dalam pandangan sekuler, hukum merupakan hasil kesepakatan sosial manusia yang 
otonom, tanpa keterikatan pada sumber transenden. Prinsip ini bertentangan dengan 
pandangan Islam yang menempatkan hukum sebagai manifestasi kehendak Tuhan 
(Destilawati et al., 2023). Pergeseran paradigma ini menyebabkan dilema bagi negara-negara 
berpenduduk Muslim dalam merumuskan sistem hukumnya. Sebagian tetap 
mempertahankan syariat dalam ruang privat seperti hukum keluarga, sementara sebagian 
lainnya mengadopsi sistem hukum Barat untuk ranah publik. Dualisme ini memunculkan 
ketidakharmonisan epistemik yang mengaburkan posisi hukum Islam sebagai sistem yang 
menyatukan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Keterpecahan sistem hukum tersebut 
mencerminkan hilangnya keutuhan pandangan dunia Islam dalam menghadapi modernitas. 

Dalam konteks pluralisme hukum, fragmentasi otoritas keagamaan memperparah 
krisis epistemologis. Pada masa klasik, ulama memiliki otoritas keilmuan yang kuat karena 
sistem sanad keilmuan dan lembaga fiqh yang mapan. Kondisi itu berbeda dengan era 
modern yang diwarnai oleh banyaknya sumber otoritas baru, seperti lembaga negara, 
universitas, organisasi sosial, dan bahkan individu di ruang digital. Fenomena ini melahirkan 
kompetisi dalam menafsirkan hukum Islam, yang pada satu sisi memperkaya wacana, 
namun di sisi lain menimbulkan kebingungan normatif. Ketika tidak ada standar 
epistemologis yang kokoh, pluralitas penafsiran berpotensi berubah menjadi disorientasi 
hukum. Krisis otoritas ini menunjukkan bahwa hukum Islam kini beroperasi dalam ruang 
pengetahuan yang terfragmentasi, di mana kebenaran keagamaan sering kali ditentukan oleh 
kekuatan wacana dan popularitas, bukan kedalaman metodologis. 

Proses modernisasi yang berlangsung secara asimetris turut memperburuk keadaan. 
Banyak unsur modernitas di dunia Islam diadopsi dari Barat tanpa landasan epistemologis 
yang kompatibel dengan teologi Islam. Reformasi hukum yang dilakukan sering kali hanya 
menyentuh permukaan, sebatas perubahan istilah dan struktur kelembagaan, tanpa 
mengubah cara berpikir yang mendasarinya. Hukum Islam dalam banyak kasus masih 
dipahami secara formalistik dan tidak diiringi pembaruan metodologi ushul fiqh. Akibatnya, 
pembaruan hukum yang dimaksudkan untuk menjawab tantangan zaman justru 
menimbulkan ketegangan baru antara tradisi dan inovasi. Persoalan utama bukan terletak 
pada bentuk legislasi, melainkan pada paradigma epistemik yang digunakan untuk 
memaknai teks wahyu dan realitas empiris. Kelemahan dalam ranah epistemologi inilah 
yang membuat reformasi hukum sering tidak menyentuh akar persoalan. 

Sebagian intelektual Muslim modern berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan 
tersebut melalui rekonstruksi epistemologi hukum Islam. Fazlur Rahman, Muhammad 
Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd, misalnya, mengusulkan pendekatan baru yang 
menempatkan teks dan realitas sosial dalam hubungan hermeneutik yang dinamis. Konsep 
double movement Fazlur Rahman memperlihatkan pentingnya membaca teks dalam konteks 
historis pewahyuan sekaligus mengaktualisasikan pesan moralnya ke dalam konteks 
kontemporer (Zahra et al., 2024). Arkoun menekankan perlunya kritik nalar Islam agar 
dapat menyingkap dimensi rasional dan historis teks keagamaan (Hidayati & Zamroni, 
2025). Sedangkan Abu Zayd menyoroti aspek linguistik dan makna sosial dalam tafsir 
(Muhammad & Turmudzi, 2022). Ketiganya berupaya mengatasi dikotomi antara wahyu 
dan akal dengan mengembalikan hukum Islam pada fungsi moralnya yang universal. 
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Pendekatan semacam ini memperlihatkan arah baru bagi epistemologi hukum Islam yang 
lebih terbuka terhadap perubahan zaman. 

Perkembangan teknologi informasi dan media digital turut mengubah lanskap 
otoritas hukum Islam. Akses terbuka terhadap sumber-sumber keagamaan membuat proses 
interpretasi teks tidak lagi dimonopoli oleh lembaga ulama tradisional. Siapa pun dapat 
membaca, menafsirkan, dan menyebarkan pendapat hukum melalui media sosial. 
Fenomena ini dikenal sebagai demokratisasi fatwa, di mana otoritas keilmuan bergeser dari 
legitimasi sanad ke popularitas digital. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi 
epistemologis yang besar karena sumber pengetahuan hukum tidak lagi tersentralisasi. 
Kebenaran hukum menjadi relatif terhadap opini publik dan algoritma media. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa krisis epistemologis hukum Islam kini memasuki tahap baru, yaitu 
krisis otoritas dan legitimasi dalam menentukan siapa yang berhak menafsirkan kehendak 
ilahi di tengah masyarakat yang terbuka dan plural. 

Sebagian kalangan mencoba menawarkan solusi dengan menyerukan kembali 
kepada teks sumber, yakni al-Qur’an dan Sunnah secara langsung. Pendekatan ini muncul 
sebagai reaksi terhadap fragmentasi otoritas dan kecenderungan rasionalisasi hukum. 
Namun pendekatan literal semacam itu sering gagal membaca dinamika sosial yang 
kompleks dan cenderung mengulang pola legalistik masa lalu. Sebaliknya, pendekatan 
rasional yang ekstrem kadang menafsirkan hukum secara bebas hingga kehilangan landasan 
spiritualnya. Keduanya memperlihatkan bahwa problem utama bukan pada teks atau 
konteks semata, melainkan pada paradigma epistemologis yang mendasari hubungan antara 
keduanya. Pembaruan hukum Islam membutuhkan sistem pengetahuan yang mampu 
memadukan nilai wahyu dengan hasil rasionalitas tanpa mengorbankan keseimbangan 
moral dan spiritual. 

Rekonstruksi epistemologi hukum Islam menuntut pembaruan ushul fiqh yang 
relevan dengan realitas modern. Sistem ushul fiqh klasik dibangun pada masyarakat 
homogen yang berbeda dari dunia global saat ini. Diperlukan pendekatan interdisipliner 
yang menggabungkan filsafat, hermeneutika, dan ilmu sosial untuk memperkaya 
metodologi hukum Islam. Rekonstruksi ini tidak identik dengan sekularisasi, melainkan 
sebuah revitalisasi untuk menghidupkan kembali rasionalitas Islam yang berakar pada 
maqasid al-shari‘ah dan nilai keadilan universal. Pembaruan epistemologis diharapkan mampu 
menyeimbangkan kontinuitas dan perubahan, sehingga hukum Islam tetap terhubung 
dengan tradisi spiritual sekaligus tanggap terhadap tantangan modern. Prinsip keadilan, 
kemaslahatan, dan kemanusiaan dapat dijadikan fondasi baru bagi lahirnya hukum Islam 
yang kontekstual, etis, dan berorientasi pada transformasi sosial. 

 
 

Paradigma Integratif dalam Pemikiran Kontemporer 

Dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, muncul kesadaran baru bahwa 
dikotomi antara akal dan wahyu tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman 
modern. Dunia modern yang diwarnai oleh rasionalitas ilmiah, pluralisme nilai, serta 
kompleksitas sosial menuntut cara berpikir yang lebih komprehensif dan integratif. Dalam 
konteks inilah lahir paradigma integratif, yaitu pendekatan yang berupaya memadukan 
otoritas wahyu dengan dinamika rasionalitas manusia tanpa menegasikan salah satunya. 
Paradigma ini menjadi jawaban atas dua ekstrem yang menguasai wacana Islam selama 
berabad-abad: tradisionalisme tekstual yang menolak perubahan, dan rasionalisme sekuler 
yang menafikan dimensi transendental. Pemikiran integratif menawarkan jalan tengah yang 
menghubungkan teks ilahi dengan realitas manusia secara dialogis, historis, dan kontekstual. 
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Paradigma integratif tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil 
evolusi panjang dari krisis epistemologis yang dihadapi umat Islam sejak masa modernisasi. 
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan keterbatasan pendekatan klasik, para pemikir 
Muslim kontemporer berusaha menafsirkan kembali hubungan antara wahyu, akal, dan 
realitas sosial. Mereka menyadari bahwa jika Islam ingin tetap relevan, maka 
epistemologinya harus bersifat terbuka, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di 
antara tokoh-tokoh yang menonjol dalam arus ini adalah Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan 
Muhammad Abid al-Jabiri. Ketiganya mewakili arah baru dalam studi Islam yang mencoba 
membangun sintesis antara keimanan, rasionalitas, dan modernitas, namun dengan 
metodologi dan latar intelektual yang berbeda. 

Fazlur Rahman adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam membangun 
paradigma integratif modern. Melalui karya-karyanya seperti Islam and Modernity dan Major 
Themes of the Qur’an, Rahman mengajukan konsep hermeneutika ganda (double movement) 
(Syauqi, 2022). Menurutnya, pemahaman terhadap al-Qur’an harus dilakukan melalui dua 
gerak epistemik: pertama, bergerak dari konteks historis masyarakat Arab pada masa 
pewahyuan menuju pemahaman atas prinsip moral universal yang terkandung di dalamnya; 
kedua, membawa prinsip tersebut ke dalam konteks kehidupan modern untuk diterapkan 
secara kreatif. Dalam hal ini, interpretasi al-Qur’an bukanlah pengulangan literal, melainkan 
proses dialektis yang terus hidup antara teks dan realitas. 

Konsep double movement Fazlur Rahman menjadi terobosan penting karena 
menggabungkan dimensi historis dan normatif dalam satu kerangka hermeneutik. Fazlur 
Rahman menolak tafsir tekstual yang statis sekaligus menghindari tafsir liberal yang 
memutuskan teks dari akar wahyu. Dalam pandangannya, wahyu harus dipahami melalui 
nalar moral yang aktif, bukan sekadar pengulangan hukum formal. Akal manusia berperan 
untuk menangkap pesan etis universal dari wahyu dan menerapkannya sesuai dengan 
tuntutan zaman. Dengan cara ini, Fazlur Rahman mengembalikan posisi akal sebagai 
instrumen kreatif dalam memahami kehendak Tuhan tanpa menggeser otoritas wahyu. 
Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi banyak pemikir Muslim modern dalam 
merumuskan teologi dan hukum Islam yang lebih kontekstual dan humanistik. 

Jika Fazlur Rahman membangun paradigma integratif melalui hermeneutika moral-
historis, maka Jasser Auda mengembangkannya dalam kerangka epistemologi sistem 
melalui teori maqasid al-shari‘ah system. Dalam karya utamanya Maqasid al-Shariah as Philosophy 
of Islamic Law: A Systems Approach, Jasser Auda menawarkan pendekatan sistemik yang 
melihat hukum Islam sebagai jaringan kompleks yang terdiri dari nilai-nilai, tujuan, dan 
realitas sosial yang saling berinteraksi (Auda, 2008). Jasser Auda mengkritik ushul fiqh 
klasik yang cenderung linear dan atomistik, serta mendorong lahirnya pendekatan yang 
lebih dinamis dan multidimensional. Dengan kerangka sistemik ini, Auda berusaha 
mengintegrasikan wahyu, akal, dan konteks sosial dalam satu kesatuan epistemologis yang 
hidup. 

Menurut Jasser Auda, maqasid al-shari‘ah bukan sekadar instrumen hukum, 
melainkan paradigma berpikir. Dalam kerangka sistemik, setiap hukum harus dilihat dari 
tujuannya, hubungannya dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan, serta 
dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Pendekatan ini menuntut penggunaan akal 
yang kreatif dan ilmiah dalam memahami teks, karena realitas sosial modern tidak dapat 
dijawab dengan metode deduktif klasik semata. Integrasi antara akal dan wahyu dalam 
pandangan Jasser Auda terjadi pada level metodologis; wahyu memberikan orientasi 
normatif, sementara akal dan analisis sistemik berperan sebagai mekanisme rasional untuk 
mencapai tujuan-tujuan hukum yang universal. 
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Pemikiran Jasser Auda juga menandai pergeseran penting dari paradigma hukum 
Islam yang normatif menuju paradigma yang teleologis dan kontekstual. Jasser Auda 
menolak pandangan bahwa maqasid hanya lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta), melainkan melihatnya sebagai spektrum nilai-nilai kemanusiaan yang luas. 
Dalam hal ini, Auda berusaha menafsirkan kembali konsep maqasid agar selaras dengan 
nilai-nilai universal modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak lagi terjebak dalam 
perdebatan klasik antara tekstualisme dan liberalisme, melainkan bertransformasi menjadi 
sistem terbuka yang mampu berinteraksi dengan perubahan zaman. 

Sementara itu, Muhammad Abid al-Jabiri memformulasikan paradigma integratifnya 
melalui analisis epistemologi Arab-Islam dengan membedakan tiga sistem nalar: bayani, 
burhani, dan ‘irfani. Dalam karyanya yang monumental Naqd al-‘Aql al-‘Arabi (Kritik atas 
Akal Arab), al-Jabiri menilai bahwa kemunduran pemikiran Islam disebabkan oleh dominasi 
nalar bayani yakni penalaran berbasis teks dan otoritas tradisi serta lemahnya nalar burhani 
yang berorientasi pada argumentasi logis dan empiris. Al-Jabiri juga mengkritik 
kecenderungan mistisisme ‘irfani yang menolak rasionalitas (Azizah, 2023). Melalui analisis 
ini, al-Jabiri mengusulkan rekonstruksi epistemologis yang memadukan ketiga jenis nalar 
tersebut secara proporsional agar Islam mampu berdialog dengan modernitas tanpa 
kehilangan keaslian intelektualnya. 

Nalar bayani, menurut al-Jabiri, tetap penting sebagai fondasi normatif karena 
bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan Islam. Namun, al-Jabiri harus dilengkapi oleh 
nalar burhani yang bersifat analitis dan ilmiah untuk membaca realitas secara objektif. 
Sementara itu, nalar ‘irfani yang bersifat intuitif dan spiritual perlu dijaga agar tidak terjebak 
dalam irasionalitas, tetapi dapat memperkaya dimensi moral dan etika dalam hukum Islam. 
Dengan mengintegrasikan ketiga jenis nalar tersebut, al-Jabiri sebenarnya sedang 
membangun epistemologi Islam yang multidimensi—mengakui wahyu sebagai sumber nilai, 
tetapi sekaligus mengafirmasi akal dan pengalaman manusia sebagai bagian sah dari proses 
pencarian kebenaran. 

Pemikiran al-Jabiri memiliki signifikansi besar dalam membangun paradigma 
integratif karena menunjukkan bahwa rasionalitas Islam tidak harus identik dengan 
rasionalitas Barat. Al-Jabiri menegaskan perlunya “dekolonisasi akal” untuk membebaskan 
umat Islam dari ketergantungan epistemologis terhadap model berpikir luar. Dalam konteks 
ini, integrasi akal dan wahyu bukan berarti meniru metodologi Barat, melainkan menggali 
potensi internal tradisi Islam untuk membangun rasionalitas yang khas. Paradigma ini 
menjadi dasar bagi lahirnya gerakan intelektual Arab modern yang menuntut pembaruan 
epistemologis dengan tetap berpijak pada identitas budaya dan keimanan. 

Dari ketiga pemikir tersebut; Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan al-Jabiri terlihat 
bahwa paradigma integratif dalam pemikiran kontemporer memiliki kesamaan visi yaitu, 
mengakhiri dikotomi lama antara wahyu dan akal, teks dan konteks, tradisi dan modernitas. 
Perbedaannya terletak pada pendekatan epistemologis yang mereka gunakan. Fazlur 
Rahman menekankan hermeneutika historis dan moral, Jasser Auda membangun 
epistemologi sistem berbasis maqasid, sedangkan al-Jabiri melakukan kritik epistemologis 
terhadap struktur akal Arab-Islam. Meskipun berangkat dari konteks dan disiplin yang 
berbeda, ketiganya sepakat bahwa Islam harus dibaca sebagai sistem pengetahuan yang 
dinamis dan terbuka, bukan doktrin yang tertutup terhadap perubahan zaman. 
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Implikasi Filosofis Integrasi Akal dan Wahyu terhadap Metodologi Ijtihad 

Dalam sejarah intelektual Islam, relasi antara akal (‘aql) dan wahyu (naql) selalu 

menjadi pusat diskursus yang menentukan arah perkembangan teologi dan hukum Islam. 

Sejak era klasik, para ulama dan filsuf berupaya menyeimbangkan posisi rasionalitas 

manusia dengan otoritas teks ilahi sebagai sumber hukum. Situasi ini menjadi semakin 

kompleks di era modern ketika hukum Islam berhadapan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, pluralitas nilai, dan globalisasi. Integrasi antara akal dan wahyu tidak lagi 

bersifat dogmatis, melainkan menjadi kebutuhan filosofis untuk menafsirkan ulang dasar-

dasar epistemologi hukum Islam. Paradigma ini menegaskan bahwa penalaran manusia dan 

petunjuk wahyu merupakan dua dimensi pengetahuan yang saling melengkapi dalam 

memahami kehendak Tuhan. Orientasi baru tersebut memberi ruang bagi pembaruan 

metodologi ijtihad yang lebih kontekstual, rasional, dan tetap berakar pada nilai-nilai 

transendental. 

Secara filosofis, integrasi akal dan wahyu menuntut pembaruan cara pandang 
terhadap sumber dan metode penggalian hukum Islam. Dalam kerangka klasik, wahyu 
ditempatkan sebagai sumber utama dan akal dianggap sebagai instrumen pelengkap untuk 
memahami teks (Nuha, 2025). Paradigma integratif mengubah posisi tersebut dengan 
menempatkan akal sebagai mitra epistemologis yang aktif dalam menyingkap makna 
kontekstual wahyu. Rasionalitas manusia dipahami sebagai anugerah ilahi yang berfungsi 
menafsirkan tanda-tanda kebijaksanaan Tuhan di balik hukum syariat. Hubungan yang 
saling melengkapi ini menjadikan ijtihad sebagai proses dinamis yang melibatkan dimensi 
tekstual dan empiris secara bersamaan. Dalam kerangka tersebut, hukum Islam tidak lagi 
berhenti pada penafsiran literal, melainkan bergerak menuju pemahaman substansial yang 
berlandaskan maqasid al-shari‘ah dan nilai-nilai kemaslahatan. 

Salah satu manifestasi paling penting dari integrasi akal dan wahyu ialah lahirnya 
konsep ijtihad kolektif (ijtihad jama‘i). Kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan moral di 
era modern tidak dapat dipecahkan oleh satu bidang keilmuan atau otoritas tunggal. 
Fenomena seperti bioetika, teknologi digital, dan perubahan ekologi menuntut pendekatan 
yang memadukan pandangan teologis, ilmiah, dan sosial. Ijtihad kolektif menggabungkan 
otoritas keagamaan dengan keahlian profesional dari berbagai disiplin ilmu untuk 
menghasilkan keputusan hukum yang lebih objektif dan komprehensif. Konsep ini 
mencerminkan kesadaran epistemologis bahwa hukum Islam bersifat partisipatif dan 
rasional, bukan sistem tertutup yang hanya beroperasi di ruang teks. Keterlibatan 
multidisipliner dalam proses ijtihad menjadi simbol keterbukaan hukum Islam terhadap 
realitas yang terus berkembang. 

Filosofi di balik ijtihad kolektif menunjukkan pandangan bahwa kebenaran hukum 
bersifat dialogis, tidak bersandar pada otoritas tunggal. Pengetahuan keagamaan yang 
terbatas membutuhkan kolaborasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih proporsional 
dan rasional (Harisi et al., 2024). Dalam proses tersebut, ulama, ilmuwan, dan pemikir sosial 
berperan sebagai bagian dari jaringan epistemik yang saling melengkapi. Kolaborasi ini 
bukan bentuk relativisme, tetapi pengakuan terhadap keragaman sudut pandang yang 
dibutuhkan untuk memahami kompleksitas kehidupan. Model ini membangun 
keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan tanggung jawab terhadap realitas empiris. 
Melalui ijtihad kolektif, hukum Islam memperoleh ruang gerak baru yang lebih inklusif, 
adaptif, dan sejalan dengan semangat keadilan universal yang menjadi tujuan syariat. 

Integrasi akal dan wahyu juga mendorong munculnya pendekatan multidisipliner 
dalam metodologi ijtihad. Ushul fiqh klasik menitikberatkan pada analisis linguistik dan 
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deduksi hukum dari teks, sedangkan paradigma modern menuntut pelibatan ilmu sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya dalam penetapan hukum. Pendekatan multidisipliner 
menjadikan hukum Islam sebagai medan dialog antara teks suci dan realitas empiris. 
Filsafat, sosiologi, antropologi, dan bahkan ekologi berperan dalam menyingkap konteks 
maqasid hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pandangan ini 
menegaskan bahwa wahyu tidak menolak ilmu pengetahuan, melainkan menuntunnya agar 
selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Interaksi tersebut melahirkan metodologi 
ijtihad yang lebih empirik, etis, dan aplikatif. 

Dimensi etika rasional merupakan konsekuensi logis dari integrasi antara akal dan 
wahyu dalam penetapan hukum. Etika rasional menolak reduksi hukum sebagai sekadar 
kumpulan aturan legalistik, melainkan menempatkannya sebagai sistem moral yang 
bertujuan mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial. Setiap penetapan hukum dituntut 
mempertimbangkan aspek moral dan rasionalitas yang sejalan dengan maqasid al-shari‘ah. 
Paradigma ini menegaskan bahwa penalaran manusia berperan penting dalam 
mengaktualkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu. Dalam 
kerangka tersebut, hukum Islam menjadi sarana pembentukan karakter moral dan 
kesadaran sosial yang tinggi. Pandangan ini memperluas makna ijtihad dari aktivitas hukum 
sempit menjadi proses etis yang menuntut tanggung jawab intelektual dan spiritual. 

Gagasan etika rasional turut dikembangkan oleh para pemikir kontemporer seperti 
Jasser Auda dan Tariq Ramadan. Auda memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka 
yang selalu berkembang berdasarkan maqasid yang progresif, sementara Ramadan 
menekankan dimensi moral dan sosial dari setiap keputusan hukum (Saumantri, 2023). 
Konsep keduanya menunjukkan bahwa integrasi akal dan wahyu mampu menjembatani 
antara norma keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam pandangan ini, 
ijtihad tidak hanya merupakan aktivitas hukum, melainkan juga tindakan moral yang 
menuntut sensitivitas sosial dan komitmen terhadap keadilan. Pendekatan ini menjadikan 
hukum Islam sebagai sistem etis yang relevan bagi masyarakat global tanpa kehilangan dasar 
spiritualnya. Rasionalitas tidak menyingkirkan wahyu, tetapi menjadi sarana untuk 
menghidupkan kembali makna-makna ilahiah dalam realitas manusia. 

Integrasi akal dan wahyu pada akhirnya memperkuat prinsip tajdid atau pembaruan 
epistemologis dalam hukum Islam. Pembaruan tidak dimaksudkan mengubah wahyu, 
melainkan memperbarui cara berpikir dalam memahami teks dan konteks. Paradigma ini 
membuka jalan bagi ijtihad kontemporer yang bersifat solutif, partisipatif, dan berorientasi 
pada kemaslahatan global (Adiyes Putra et al., 2022). Lembaga-lembaga fatwa internasional 
seperti Majma‘ al-Fiqh al-Islami dan European Council for Fatwa and Research menjadi contoh 
konkret penerapan ijtihad integratif. Pendekatan yang digunakan menggabungkan otoritas 
keagamaan, pengetahuan ilmiah, dan kesadaran sosial untuk menjawab persoalan bioetika, 
ekonomi, dan minoritas Muslim. Integrasi akal dan wahyu bukan hanya konsep filosofis, 
tetapi fondasi metodologis yang memungkinkan hukum Islam berkembang menjadi sistem 
yang humanis, rasional, dan relevan bagi peradaban modern. 

 
 

Relevansi Integrasi Akal dan Wahyu terhadap Pembaruan Hukum Islam di Era 
Kontemporer 

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, hubungan antara akal (‘aql) dan wahyu 
(naql) selalu menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pembaruan hukum. Akal 
berperan sebagai sarana interpretatif untuk memahami kehendak ilahi, sementara wahyu 
menjadi sumber kebenaran normatif yang memberi arah bagi kehidupan manusia. Di era 
klasik, keseimbangan antara keduanya menghasilkan sistem hukum yang kokoh dan adaptif 
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terhadap konteks zamannya. Namun, di era kontemporer, dunia Islam menghadapi 
tantangan-tantangan baru yang bersifat multidimensi seperti perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, kesetaraan gender, dan krisis lingkungan. Dalam konteks inilah, 
integrasi antara akal dan wahyu menjadi relevan kembali, bukan hanya untuk menjaga 
otentisitas hukum Islam, tetapi juga untuk menjamin relevansinya terhadap dinamika 
modernitas yang terus bergerak cepat. 

Pembaruan hukum Islam di era kontemporer tidak dapat dilakukan dengan semata 
mengandalkan pendekatan tekstual tradisional. Realitas sosial yang semakin kompleks 
menuntut adanya reinterpretasi dan revitalisasi metodologi hukum agar sesuai dengan nilai-
nilai kemanusiaan dan perkembangan ilmu. Integrasi akal dan wahyu di sini berfungsi 
sebagai paradigma epistemologis yang menjembatani antara sumber ilahi dan kebutuhan 
manusia modern. Akal menjadi instrumen untuk menafsirkan wahyu sesuai konteks zaman, 
sedangkan wahyu memastikan agar akal tetap berada dalam koridor etika dan spiritualitas. 
Integrasi ini bukanlah kompromi antara rasionalitas dan religiusitas, tetapi sebuah sintesis 
kreatif yang melahirkan pemikiran hukum yang adaptif, kritis, dan tetap berakar pada 
prinsip syariah. 

Relevansi integrasi akal dan wahyu dapat dilihat dalam bidang bioetika Islam, yang 
menghadapi tantangan baru seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, dan teknologi 
reproduksi buatan. Dalam hal ini, wahyu memberikan nilai dasar tentang penghormatan 
terhadap kehidupan dan martabat manusia, sedangkan akal membantu merumuskan batas-
batas moral berdasarkan ilmu pengetahuan modern. Para ulama dan ahli fiqh kontemporer 
menggunakan pendekatan maqasid al-shari‘ah untuk menilai sejauh mana inovasi medis dapat 
diterima secara syar‘i. Dengan melibatkan para ilmuwan medis, bioetika Islam menjadi 
contoh nyata dari praktik ijtihad kolektif yang mengintegrasikan rasionalitas ilmiah dengan 
nilai-nilai wahyu. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam mampu bergerak 
dinamis tanpa kehilangan arah spiritualnya. 

Begitu pula dalam isu kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), integrasi akal dan 
wahyu membuka ruang baru bagi etika teknologi dalam hukum Islam. AI telah 
menimbulkan berbagai persoalan moral, seperti tanggung jawab hukum atas keputusan 
mesin, privasi data, dan dehumanisasi dalam dunia kerja. Dalam konteks ini, wahyu 
memberikan prinsip tentang keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, sementara akal 
memungkinkan manusia untuk merumuskan mekanisme etik dan hukum yang sesuai 
dengan perkembangan teknologi. Melalui integrasi ini, hukum Islam tidak hanya berperan 
sebagai sistem normatif yang melarang atau membolehkan, tetapi juga sebagai panduan etis 
yang menuntun manusia menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ini 
membuktikan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan 
tantangan revolusi digital bila didekati melalui paradigma integratif. 

Isu lain yang menjadi perhatian serius adalah keadilan gender dalam hukum Islam. 
Selama berabad-abad, interpretasi hukum Islam sering kali dikritik karena bias patriarkal 
yang muncul akibat dominasi pembacaan tekstual tanpa memperhitungkan konteks sosial 
dan prinsip maqasid. Integrasi akal dan wahyu memungkinkan rekonstruksi pemahaman 
hukum yang lebih adil dan humanis. Wahyu menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki 
dan perempuan, sedangkan akal memberikan kemampuan untuk menafsirkan teks sesuai 
dengan realitas sosial yang terus berkembang. Para pemikir seperti Amina Wadud dan 
Fazlur Rahman menunjukkan bahwa dengan pendekatan rasional dan kontekstual, nilai-
nilai kesetaraan dan keadilan dapat diaktualisasikan tanpa mengabaikan otoritas wahyu. 
Inilah bukti bahwa integrasi akal-wahyu berfungsi sebagai motor reformasi sosial dalam 
kerangka hukum Islam. 
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Selain isu etika dan sosial, krisis lingkungan global juga menjadi medan penting bagi 
penerapan integrasi akal dan wahyu. Wahyu Islam secara tegas mengajarkan prinsip 
keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, tanpa 
keterlibatan akal yang memahami ekologi dan ilmu lingkungan, pesan-pesan wahyu tersebut 
akan kehilangan dimensi praktisnya. Integrasi keduanya melahirkan konsep “fiqh 
lingkungan” yang berorientasi pada pelestarian alam dan keadilan ekologis. Dengan 
menggunakan pendekatan ilmiah, hukum Islam dapat menegaskan larangan terhadap 
eksploitasi berlebihan dan mendorong pengembangan energi berkelanjutan. Ini 
menunjukkan bahwa wahyu tidak anti-sains, melainkan menuntun akal untuk menegakkan 
kemaslahatan universal yang meliputi seluruh makhluk hidup. 

Secara metodologis, integrasi akal dan wahyu juga mendorong lahirnya paradigma 
ijtihad interdisipliner yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu empiris. Dalam proses 
pembaruan hukum Islam, seorang mujtahid modern tidak cukup hanya menguasai ushul 
fiqh dan tafsir, tetapi juga harus memahami sosiologi, ekonomi, bioteknologi, dan ilmu 
lingkungan (Harimawan & Sopingi, 2024). Pendekatan ini memperluas cakrawala hukum 
Islam, menjadikannya sistem yang relevan dan solutif terhadap problem-problem nyata 
masyarakat. Di sinilah integrasi akal-wahyu menegaskan kembali prinsip bahwa hukum 
Islam tidak boleh terkurung dalam masa lalu, melainkan harus terus berinteraksi dengan 
ilmu dan realitas baru untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. 

Dari sisi filosofis, integrasi akal dan wahyu mengandung pesan bahwa pembaruan 
hukum Islam harus berangkat dari kesadaran ontologis tentang kesatuan sumber 
kebenaran. Wahyu memberikan kebenaran absolut dari Tuhan, sedangkan akal menyingkap 
kebenaran relatif melalui pengalaman dan penalaran. Ketika keduanya bersinergi, hukum 
Islam tidak hanya memuat dimensi normatif, tetapi juga epistemologis dan etis. Pendekatan 
ini menolak dikotomi antara agama dan sains, antara sakral dan profan, serta antara tradisi 
dan modernitas. Dengan demikian, integrasi akal-wahyu membentuk landasan filosofis bagi 
pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perubahan zaman. 

Dalam praktik kelembagaan, integrasi akal dan wahyu menuntut perubahan cara 
kerja lembaga fatwa dan pendidikan Islam. Lembaga fatwa modern seperti Majma‘ al-Fiqh 
al-Islami dan European Council for Fatwa and Research telah mulai mengadopsi pendekatan 
kolektif dan kontekstual dalam merespons isu-isu baru. Di sisi lain, perguruan tinggi Islam 
juga didorong untuk mengembangkan kurikulum interdisipliner yang menggabungkan studi 
syariah dengan ilmu sains dan teknologi. Pembaruan hukum Islam tidak hanya berlangsung 
di tataran teori, tetapi juga pada tataran institusi yang mendidik generasi baru mujtahid yang 
rasional, ilmiah, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai spiritual. 

Relevansi integrasi akal dan wahyu juga tampak dalam upaya globalisasi hukum 
Islam yang lebih humanis dan dialogis. Di tengah pluralisme budaya dan agama, hukum 
Islam ditantang untuk menunjukkan wajah yang inklusif dan menghargai keberagaman. 
Integrasi akal dan wahyu memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum 
internasional tanpa kehilangan identitas teologisnya. Pendekatan maqasid al-shari‘ah yang 
berbasis pada kemaslahatan dan keadilan universal menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam 
dan prinsip-prinsip HAM global. Dengan demikian, hukum Islam mampu berperan sebagai 
sistem moral yang menawarkan solusi etis di tengah krisis kemanusiaan modern. 

Namun demikian, integrasi akal dan wahyu bukan tanpa tantangan. Masih terdapat 
resistensi dari kalangan konservatif yang menganggap rasionalisasi hukum sebagai bentuk 
sekularisasi. Padahal, integrasi ini justru memperkuat dimensi spiritual hukum Islam dengan 
menegaskan bahwa akal adalah bagian dari amanah ilahi. Tantangan lain muncul dari 
dominasi epistemologi Barat yang sering kali menempatkan agama di luar ruang publik. 
Oleh karena itu, umat Islam perlu membangun paradigma keilmuan sendiri yang berbasis 
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pada sinergi antara akal dan wahyu. Upaya ini bukan sekadar untuk mempertahankan 
identitas keislaman, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi 
intelektual dan moral yang relevan bagi dunia modern. 

Relevansi integrasi akal dan wahyu terhadap pembaruan hukum Islam terletak pada 
kemampuannya menghadirkan hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan berorientasi 
masa depan. Integrasi ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem statis yang terikat 
masa lalu, melainkan proyek peradaban yang terus berkembang seiring dengan dinamika 
manusia. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti bioetika, kecerdasan buatan, 
keadilan gender, dan krisis lingkungan, paradigma integratif memberi dasar filosofis bagi 
lahirnya hukum Islam yang adil, rasional, dan spiritual sekaligus. Dengan begitu, integrasi 
akal dan wahyu bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga merupakan kebutuhan 
epistemologis bagi umat Islam untuk tetap menjadi bagian aktif dari peradaban global yang 
berkeadilan dan beradab. 

 

 
Kesimpulan 
 Integrasi antara akal dan wahyu dalam penetapan hukum Islam merupakan 

keniscayaan epistemologis yang tidak hanya mengharmonikan dua sumber pengetahuan, 

tetapi juga menegaskan dinamika kreatif umat Islam dalam menjawab tantangan zaman. 

Kajian terhadap pemikiran kontemporer seperti Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan 

Muhammad Abid al-Jabiri menunjukkan bahwa hubungan akal dan wahyu bukanlah 

dikotomi, melainkan relasi dialogis yang saling melengkapi. Wahyu berfungsi sebagai 

sumber nilai normatif dan prinsip dasar syariah, sementara akal berperan menafsirkan, 

mengontekstualisasikan, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam situasi sosial yang terus 

berubah. Oleh karena itu, hukum Islam tidak stagnan pada teks semata, tetapi berkembang 

melalui proses ijtihad yang rasional, reflektif, dan kontekstual. 

 Secara filosofis, integrasi akal dan wahyu berimplikasi pada lahirnya metodologi 

ijtihad baru yang bersifat multidisipliner dan humanistik. Pendekatan seperti double movement 

Fazlur Rahman, maqasid system Jasser Auda, serta nalar bayani–burhani–irfani al-Jabiri, 

membuka jalan bagi pembaruan hukum Islam yang adaptif terhadap isu-isu modern seperti 

bioetika, kecerdasan buatan, keadilan gender, dan lingkungan hidup. Dengan berpijak pada 

kesatuan rasionalitas dan spiritualitas, pembaruan hukum Islam di era kontemporer tidak 

lagi terjebak pada dikotomi tekstual dan rasional, melainkan bergerak menuju sistem hukum 

yang lebih kontekstual, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Penelitian ini 

menegaskan bahwa masa depan hukum Islam bergantung pada keberanian epistemologis 

umat Islam untuk terus mengintegrasikan wahyu yang transenden dengan akal yang imanen 

secara harmonis dan produktif. 
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